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ABSTRAK 
MUH AINUN NAJIB, B11112353, dengan judul skripsi “ Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu 
Muslihat” (Studi kasus Putusan Nomor 151/Pid.b/2015/PN.Mks) di 
bawah bimbingan Said Karim selaku pembimbing I, dan Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana melarikan wanita dengan tipu 
muslihat dalam putusan Nomor 151/Pid.b/2015/PN.Mks dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadapa pelaku tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat 
dalam putusan Nomor 151/Pid.b/2015/PN.Mks. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang di lakukan di 
Pengadilan Negeri Makassar serta teknik wawancara dimana penulis 
melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini 
pihak-pihak yang terkait Jaksa, dan Hakim menyangkut objek penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ;  penerapan hukum pidana 
materiil  serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
Nomor 151/Pid.b/2015/PN.Mks. telah sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-
2, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki 
banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum , 
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Dengan itu telah memenuhi syarat pemidanaan untuk 
dijatuhkannya hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 
dan pembayaran biaya perkara sebesar RP.2500,- (dua ribu lima ratus 
rupiah).Sehingga dalam penilitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
melarikan wanita dengan tipu muslihat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Kejahatan dan kebaikan adalah dua bagian yang tidak dapat di 
pisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya adalah dua bagian yang 
saling melengkapi, di mana ada kebaikan, kejahatan pasti ada, yang salah 
satunya tidak dapat berdiri sendiri. 
Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang amoral yang 
berkembang mengikuti perkembangan zaman. Berbicara tentang 
kejahatan, maka sesuatu yang dsapat ditangkap secara spontan adalah 
segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain 
baik yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateri yang 
menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. 
Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif. Dalam artian 
pendefinisian kejahatan bisa berbeda-beda antara masyarakat tertentu 
dengan masyarakat yang lainnya, suatu perbuatan bisa dikatakan 
kejahatan pada masyarakt tertentu, akan tetapi pada masyarkat yang lain 
hal tersebut tidak dikatakan suatu kejahatan. 
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Adapun kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada 
pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada 
pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur 
hukum. Misalnya sesuatu tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat 
celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang tempat, atau 
melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksan, ini tidak di 
hukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum,sebab tidak diatur dalam 
kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah 
kejahatan yang dalam arti melanggar terhadap udang-undang hukum 
pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apabila suatu perbuatan 
tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak. Jika perbuatan tersebut 
diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut 
dapat dikatakan pelanggaran hukum.Sebaliknya jika perbuatan tersebut 
belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka perbuatan 
tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum 
diatur dalam undang-undang. 
Sesuai dengan hal itu, Anselm Von Feuerbach (PAF Lamintang, 
1997: 132) merumuskan secara mantap dalam bahasa latin: 
1) Nullapoena sine lege: Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana 
menurut undang-undang. 
2) Nullapoena sine criminie: tidak ada pidana tanpa perbuatan 
pidana. 
3) Nullumcrimen sine poenalegal: tidak ada perbuatan pidana tanpa 
pidana menurut undang-undang. 
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Dalam hukum pidana sendiri dikenal 2 kategori yaitu Kejahatan dan 
Pelanggaran. Hukum Pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif 
dam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan di atur 
dalam buku II dan Pelanggaran pada buku III. 
Maka dengan demikian, untuk mencapai ketertiban kehidupan 
bermasyarakat. Pemerintah membuat suatu peraturan yang berupa 
undang-undang hukum pidana yang mengatur tindakan-tindakan mana 
yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat untuk dipatuhi guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam sisi kebutuhan hukum dan memberikan 
tuntunan dan batasan-batasan dalam bertindak, supaya tidak merugikan 
orang lain dan diri sendiri. Diantara bentuk kejahatan terhadap undang-
undang hukum pidana adalah penganiayaan, pemerasan dan 
pengancaman serta kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yang biasa 
dikenal dengan istilah penculikan. Penculikan ini sangat mengganggu 
ketertiban kehidupan masyarakat, karena tindak pidana tersebut berkaitan 
dengan kemerdekaan orang dan bahkan nyawa orang lain. 
Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum 
yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah hukuman. 
Hukuman tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. 
Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat 
dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka 
aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial 
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budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan. Dengan 
demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam 
masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas 
keadilan dalam masyarakat. 
Salah satu bentuk Kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi 
hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, sebagaimana 
yang di atur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang secara mengkhusus akan dikaji dalam pasal 332 KUHP. 
Berkaitan dengan hal tersebut, yakni Kejahatan terhadap 
kemerdekaan orang.Pengadilan Negeri Makassar pada hari rabu tanggal 
1 April 2015 telah memutus perkara tersebut.Setelah melalui beberapa 
pemeriksaan.Kasus tersebut bermula ketika terpidana mengajak korban 
untuk bertemu di sebuah tempat di Jl. Gatot Subroto 2 lalu kemudian 
membawanya ke rumah teman si pelaku dengan alasan ingin mengambil 
sesuatu.Sesampainya di rumah temannya, pelaku mendorong wanita ke 
kamar dan melakukan tindakan asusila.Dan dengan bujuk rayu serta tipu 
muslihat si korban di bawa pergi ke Pangkep dengan menyetubuhinya 
sebanyak 3 kali, lalu kemudian di bawa ke Kolaka Utara menggunakan 
kapal feri dari Bajoe Kab.Bone yang mana tanpa seizin orang tua atau 
wali korban yang berhak atas korban.  
Atas dasar ini, maka penyusuntertarik untuk melakukanpenelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar. Yang mana obyek penelitiannya adalah 
putusan Pengadilan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks.Berdasarkan uraian 
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diatas, maka penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam 
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita 
Dengan Tipu Muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.) “ 
B. Rumusuan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks.)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi 
kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 
2015/PN.Mks.)? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana melarikan 
wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.) 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat 
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(Studikasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 
2015/PN.Mks.) 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara akademis, 
Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberikan masukan atau secara teoritis bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. 
2. Secara praktis 
Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, 
Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian 
berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum 
ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
memperguanakn istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. 
Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah: 
1. Strafbaarfeitadalah peristiwa pidana 
2. Strafbare Handlung diterjemhkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman. 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukuman 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
3. Feit   diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
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Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (Amir Ilyas, 2012:19) 
Dilihat dari pengertian harfiahnya, Strafbaarfeit itu terdiri dari kata 
feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan 
atau eengedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat 
dihukum hingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat dihukum (PAF 
Lamintang, 1997: 181). 
Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari strafbaarfeit 
oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang 
berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. 
Menurut Achmad Ali (2008: 192)  
Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang 
melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak 
membeda-bedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat 
atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana. 
 
Tampaknya Achmad Ali dalam hal ini membeda-bedakan bahwa 
delik itu bukan hanya delik pidanasaja, melainkan ada pula delik perdata 
atau delik privat.Menurutnya maksud dari delik pidana adalah pelanggaran 
dan kejahatan seperti yang telah di bahas sebelumnya.Sedangkan , 
maksud dari delik privat/perdata adalah perbuatan melawan hukum (pasal 
1356 BW) 
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Di sisi yang sama, Andi Hamzah (Achmad Ali, 2008: 192) juga tidak 
jauh berbeda pendapatnya dengan Achmad Ali. Di mana Delik 
menurutnya yaitu: 
“Delict… strafbaar feit, vergrijp (tindak pidana), misdriff (kejahatan).” 
Menurut Pompe (PAF Lamintang, 1997: 207) 
Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhdap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum 
Istilah Strafbaarfeit haruslah dihubungkan dengan sifat 
wederrechtelijk atau aan schuld wijten atau yang bersifat melawan 
hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan 
tidak sengaja. 
 
Menurut Jonkers (Amir Ilyas, 2012: 20) 
Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan Keterhubungan 
den yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan.  
 
Keterhubungan dengan sifat wederrechtelijk sangatlah penting, 
sebagaimana yang dicontohkan oleh pompe, suatu pelanggaran norma 
seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, 
karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 
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Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat 
wederrechtelijk, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain 
karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam 
pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila 
disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit melainkan harus juga ada unsur 
strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang 
tersebut dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang telah ia lakukan itu 
bersifat wederrechtelijk dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan 
tidak sengaja. 
Sedangkan menurut Van Hammel (Rusli Effendy,1986:2) 
memberikan rumusan sebagai berikut yaitu: 
Perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam Pidana 
terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. 
 
Hezewinkel Suringa (PAF Lamintang, 1997: 190) mendefinisikan 
strafbaarfeit yaitu: 
Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadkan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
di didalamnya. 
Simons (PAF Lamintang, 1997: 185) telah merumuskan yaitu: 
Starfbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh 
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seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan 
dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Lanjut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012: 19) mengartikan 
strafbaarfeitsebagai berikut: 
“Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 
 
Dari rumusan Simons tersebut diatas terlihat untuk adanya suatu 
strafbaarfeit itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh 
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar 
suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam 
undang-undang.Setiap Strafbaarfeit itu sebagai suatu pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
onrechmatige handeling. 
Chairul Huda (2008: 26) ternyata memiliki pandangan yang agak 
sedikit berbeda dengan pandang pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-
pakar pada umumnya telah memasukkan faktor-faktor kesalahan dan 
pertanggung jawababan pidana sebagai bagian dari pengertian tindak 
pidana, maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu. 
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Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban 
pidana, karenanyatidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak 
pidana.Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks 
pengertian tindak pidana. 
Sejalan dengan hal itu, Marshal mempunyai pandangan yang sama 
dengan Chairul Huda (Chairul Huda, 2008: 35)  
Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang 
dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 
dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.Dalam definisi 
tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana 
pada hakekatnya adalah perbuatan saja.Perbuatan disini berisi 
kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan 
akibatnya.Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan 
tidak melakukan suatu omisi. 
 
Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang 
sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa 
tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana melalui 
alat-alatnya. 
Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, 
berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan 
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bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 
lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum nulla poena 
sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu). (Amir Ilyas, 2012: 27) 
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 
Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang 
disusun oleh para ahli hukum.Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 
adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur 
tindak pidna menurut beberapa ahli sebagai berikut: 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana 
adalah: 
a. “perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)” 
 
Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan 
hukum.Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa 
tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya 
pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan 
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itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian 
perbuatan pidana. 
Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80) bahwa: 
 Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur; 
a. “Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undngan 
c. Diandakan tindakan penghukuman.” 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 
diikuti penghukuman. Berdeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam 
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian 
dijatuhi pidana. 
Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 81), bahwa: 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut; 
a. Perbuatan (yang) 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Di pertanggung jawabkan. 
 
Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81), merinci 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Kelakuan (orang yang) 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c. Diancam dengan hukuman 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) 
e. Dipersalahkan/kesalahan  
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Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi (Erdianto Effendi, 2011 
:99), menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: 
a. Subjek 
b. Kesalahan 
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancsm 
dengan pidana 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya) 
Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur obyektif.Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari 
pengertian objektif di sini adalah tindakan. 
Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan 
seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang.Sifat 
unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun 
beberapa orang. (Abdullah Marlang, 2009: 67) 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2009: 10) unsur 
delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif 
adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa: 
a. “Suatu tindakan 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid).” 
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat 
berupa: 
a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan 
b. Kesalahan (schuld) 
Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung 
didalam hati dan pikirannya. Sedangakan unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana menurut PAF Lamintang, (1997: 193), yaitu: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
2) Maksud atau voomemenpada suatu percobaanatau 
pongingseperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain 
lain; 
3) Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedencereadseperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut pasal 340 KUHP; 
4) Perasaan takut atau vressseperti antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pegurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas 
di dalam kejahatan menurut pasal 389 KUHP; 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
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Menurut Adami Chazawi (2002: 82) dapat diketahui adanya sebelas 
unsur tindak pidana yaitu; 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10.Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11.Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 
B. Tinjauan Umum Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat 
Kejahatan atas kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan 
terhadap suatau hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala 
sampai dengan sekarang, dimana hak seorang manusia untuk bebas 
memenuhi kepentingan dalam masyarakat.Kemerdekaan yang dimaksud 
disini adalah kemerdekaan dalam bergerak yang berarti kebebasan dari 
setiap orang untuk menuju kemana saja yang di kehendakinya, 
menghalangi kemerdekaan bergerak merupakan perampasan yang 
bersifat melawan hukum yang diancam dengan hukuman oleh 
KUHPidana. 
Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada 
judul XVIII Buku II KUHP dari pasal 324-337 KUHP. Adapun penggologan 
pasal-pasalnya akan di uraikan sebagai berikut: 
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Namun dalam kasus ini,Penulis hanya akan lebih terfokus pada 
Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat pada pasal 332 KUHP yang 
berbunyi: 
1.Bersalah karena melarikan wanita, diancam: 
Ke-1: Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang 
tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, 
dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap 
perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 
Ke-2:Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi 
seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di 
luar perkawinan. 
 
2.Penuntutan hanya dapat dilakukan atas`pengaduan. 
3.Pengaduan dilakukan: 
a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia 
sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin. 
b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia 
sendiri atau suaminya. 
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa 
pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan 
BurgerlijkWetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan 
itu dinyatakan batal. 
 Unsur delik Pasal 332 KUHPidana. 
(1) Ke- 1: 
- Barangsiapa 
- Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur dengan 
persetujuannya 
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- Tidak dikehendaki orangtuanya atau walinya 
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin maupun tidak dikawin. 
 
Ke- 2: 
- Barangsiapa 
- Membawa pergi seorang wanita 
- Dengan tipu muslihat atau kekerasan atau ancaman kekerasan 
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin atau tidak dikawin. 
 
Delik ini pada umumnya disebut “Delik melarikan seorang wanita”. 
Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan 
perbuatan tabu,karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga 
akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawin. 
Peneilain masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah 
derajatnya dibanding wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda. 
Untuk meredam dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-
undang member kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa 
tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke 
permukaan apabila kasus tersebut diadukan untuk di tuntut di muka 
pengadilan (Suharto RM, 2002: 99-100) 
 Perampasan Kemerdekaan 
Pasal 333 KUHP berbunyi: 
(1) barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang 
lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan 
kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun. 
 
(2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka 
orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
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(3) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
(4) pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi 
orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat 
untuk perampasan kemerdekaan. 
             
Melawan hukum sebagai bagian inti delik, jadi dalam dakwaan 
jaksa penuntut umum harus tercantum dan dengan demikian hal itu harus 
dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat.Sebagai diketahui, banyak 
perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan 
penahanan oleh penyidik oleh penuntut umum atau oleh majelis hakim, 
yang semuanya harus berdasarkan undang-undang. 
 Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil 
lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan 
atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas 
kemerdekaannya (Andi Hamzah 2009: 33). 
Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan 
bergerak (bewegingsvijheid).Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak 
bukan saja berupa pengurungan dan penawanan, tetapi juga paksaan 
psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak orang 
dihambat. 
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C. Tinjauan Umum Pengaduan 
1. Pengertian Pengaduan 
Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh 
penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai 
pemasyarakaytan. Cara apparat penegak hukum dalam menyelesaikan 
suatu peristiwa tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain 
tertangkap tangan, laporan maasyarakat, pengetahuan sendiri apparat 
penegak hukum, dan adanya pengaduan. 
KUHPidana memperkenalkan jenis tindak pidana yang hanya dapat 
dituntut atas adanya pengaduan. Tanpa adanya pengaduan suatu delik 
tidak bisa dituntut. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewengangan 
menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan 
hapusnya hak negara untuk menuntut. Dalam delik aduan ini, penuntut 
tidak menjadi gugur tetapi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya 
pengaduan. Karena penindakannya atas dasar pengaduan, maka 
pengaduan itu dapat ditarik kembali. Itulah bedanya pengaduan dan 
laporan. Laporan tidak menjadi dasar dapat prosesnya suatu perbuatan, 
sedangkan pengaduan adalah dasar bagi dapat diprosesnya suatu tindak 
pidana. Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin suatu tindak pidana 
dapat di proses. 
Maksud dari pengaturan ini tidak lain tidak bukan karena KUHP 
menghormati hak individu karena dalam tindak pidana yang tergolong 
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delik aduan, ada keterkaitan tindak pidana tersebut dengan masalah yang 
bersifat privat dari warga negara. 
Dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih 
menghuntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan 
bagi pemerintah jika dilakukan penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak 
mengurangi prinsip opportunitas di mana Penuntut Umum senantiasa 
mempunyai kekuasaan untuk mendeponir perkarabagi kepentingan umum 
(Erdianto Effendi 2011: 197-198)  
Pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP bahwa 
yang di maksud dengan pengaduan adalah: 
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum 
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang 
merugikannya. 
 
Selain pengertian pengaduan, maka yang dimaksud dengan delik 
aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau persitiwa pidana yang hanya 
dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan 
(permintaan) dari orang yang berhak mengadu. 
Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke 
pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHAP, 
bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses 
atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban 
karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adaah suatu 
pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/ 
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penyidikan atau suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban 
atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.” 
2. Tindak Pidana Aduan(Clachdelict) 
Masalah tindak pidana aduan menurut undang-undang dibedakan 
atas dua bagian, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana 
aduan relatif. Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut: 
a. Tindak Pidana Aduan Absolut (Absolute Clachdelict) 
Yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah 
tindak pidana yang dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari 
pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan 
terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana 
adauan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah 
peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan dalam 
pengaduan harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini dituntut“. 
Adapun Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak 
pidana aduan absolut, antara lain adalah pasal 284 KUHPidana 
(perzinahan), Pasal 287 KUHPidana (Perzinahan wanita di bawah 
umur) , Pasal 293 KUHPidana (Pencabulan anak di bawah umur), 
Pasal 310 KUHPidana (Penghinaan dengan pecemaran nama baik/ 
kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHPidana (Fitnah sengaja 
mencemarkan nama baik/ kehormatan seseorang), Pasal 315 
KUHPidana (Penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat 
pencemaran), Pasal 317 KUHPidana (Pengajuan laporan/ 
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pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 
KUHPidana (Persangkaan Palsu), Pasal 322/323 KUHPidana 
(Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena 
pekerjaan/jabatannya), Pasal 332 KUHPidana (Melarikan seorang 
perempuan) dan Pasal 369 KUHPIdana. 
Jadi apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan 
penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu 
harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah (spleit) 
atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya. 
b. Tindak Pidana Aduan Relatif (Relative Clachdelict) 
Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah 
merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). 
Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam 
lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutannya dilakukan bukan 
peristiwanya atau kejahatannya akan tetapi hanya kepada orang-
orang yang melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila 
tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya 
dapat dibelah (spleit). 
Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana 
aduan relatif, antara lain adalah Pasal 367 KUHPidana (pencurian 
dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (pemerasan 
dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (penggelapan 
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dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 (penipuan dalam 
lingkungan keluarga). 
c. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengadukan Pengajuan 
Adapun pihak-pihak yang berhak mengadukan pengajuan 
tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik, 
sebagai berikut: 
1. Menurut Pasal 72 KUHPidana, yaitu: 
a. Selama orang yang terkena kejahatan hanya boleh 
dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum 
cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau 
selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan 
oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah 
dalam perkara perdata yang berhak mengadu; 
b. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri hanya harus 
diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan 
wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin 
atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah 
dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan 
seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang 
sampai derajat ketiga. 
c. Menurut Pasal 73 KUHPidana, yaitu “jika yang terkena 
kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang 
ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa 
memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas 
pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya 
(istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa 
yang meninggal dunia tidak menghendaki penuntutan”. 
d. Menurut Pasal 293 KUHPidana, bahwa “Tenggang waktu 
tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan”. 
e. Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHPidana, bahwa “Tindak 
dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka 
berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan 
diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 
ranjang karena alasan itu juga. 
f. Menurut Pasal 284 ayat (4) KUHPidana, “Pengaduan 
dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan belum dimulai”. 
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d. Cara dan Bentuk Pengaduan 
Dalam hal seseorang yang mengadukan suatu peristiwa 
sebagai tindak pidana, menurut Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) jo. 
Pasal 108 ayat (3), (4) dan (5) KUHAP, bahwa: 
1. Pengaduan yang diajaukan secara tertulis harus 
ditandatangani oleh pengadu 
2. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh 
penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik. 
3. Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus 
disebutkan sebgai catatan dalam pengaduan tersebut. 
4. Setelah menerima pengaduan, penyelidik atau penyidikharus 
memberikan tanda penerimaanpengaduan kepada yang 
bersangkutan. 
5. Batas waktu atau Kadalaursa Pengajuan Pengaduan 
Daluarsa/verjaringadalah hilangnya hak untuk melakukan 
sesuatu tindakan hukum karena lewat waktu, artinya setelah 
lewatnya waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka 
tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dilakukan 
penuntutan.Beberapa Pasal-pasal dalam KUHPIdana yang 
memberikan batasan lewatnya waktu untuk tidak dilakukan 
penuntutan. 
1. Menurut Pasal 74 KUHPIdana yaitu: 
a. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan 
sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya 
kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam 
waktu Sembilan bulan jika bertempat tingal di luar Indonesia. 
b. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat 
tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka 
setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya 
selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu 
tersebut. 
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2. Menurut Pasal 75 KUHPidana, bahwa: 
“Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam 
waktu selama 3 bulan sejak hari pertama pengaduan itu 
diajukan”. 
 
3. Pasal 293 ayat (3) KUHPidana, bahwa: 
“Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 
adalah masing-masing enam bulan dan sembilan bulan. 
 
(Andi Sofyan, 2013: 82-86) 
 
D. Tinjauan Umum Dakwaan 
1. Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja) 
Dakwaan secara tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa 
melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya: pencurian biasa ex 
Pasal 362 KUHP; 
2. Dakwaan Alternatif 
Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling 
mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan 
kataATAU “misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 
KUHP). Jadi secara alternatif bukan kejahatan perbarengan. 
Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut 
Van Bemmelen (Andi Sofyan, 2013: 187), yaitu: 
1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah 
yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan 
(umpama suatu perbutan apakah merupakan pencurian atau 
penadahan). 
2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana 
yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut 
pertimbangannya telah nyata tersebut. 
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Lanjut van bammel menyatakan bahwa dalam dakwaan alternatif 
yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling 
mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan 
dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa 
dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu 
tentang dakwaan pertama. 
Namun satu hal perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam 
menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif 
yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua 
atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, 
misalnya dakwaan yang berbunyi:  
“bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dapat direncanakan 
terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu.” 
 Jadi di sini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang 
sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primair atau dakwaan subsidiair, 
sehingga hakim lah yang dapat memilih perbuatan mana “yang 
direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti. 
3. Dakwaan Subsidair 
Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling 
berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana 
yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHPidana, 
contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan 
menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHPidana, dakwan 
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subsidair: Pasal 338 KUHPidana, dan lebih subsidair: 355 KUHPidana, 
lebih subsidair lagi Pasal 353 KUHPidana. 
Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsidair, yaitu hakim 
memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair 
tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila 
masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair. 
Dalam praktek untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga 
dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh 
penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan 
subsidair. 
4. Dakwaan Kumulatif 
Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di 
dalam pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat melakukan 
penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, 
apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima 
beberapa berkas perkara dalam hal: 
a. beberapa tindak pidana yang di lakukan oleh seorang yang sama 
dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan 
terhadap penggabungannya; 
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang 
lain; 
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan 
yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada 
hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu 
bagi kepentingan pemeriksan. 
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Jadi dakwaan secara kumulatif, yaitu: 
1. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama; 
2. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut; 
3. beberpa tindak pidana yang tidak bersangkutan. 
Adapaun bentuk dakwaan secara kumulatif, adalah sebagai berikut: 
1. Berhubungan dengan concursus idealis/endaadse samenloop 
perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. 
(Pasal 63 ayat (1) KUHPidana), misalnya: pengendara mobil 
menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu 
meninggal (Pasal 359 KUHPidana) dan satu luka berat (Pasal 
360 KUHPidana); 
2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (vorgezette 
handeling). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu 
kalimisalnya: pemerkosaan terhadap anak dibawah umur 
(Pasal 287 KUHPidana) dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 
(1) KUHPidana);  
3. Berhubungan dengan concursus realis/meerdadse samenloop, 
yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana 
pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, 
misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) 
ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (Pasal 
339 KUHPidana), mengambil kendaran orang yang dibunuh 
tersebut (Pasal 362 KUHPidana). 
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4. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. 
Kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT). 
Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan 
(delik) itu harus dibuktikan tersendir-sendir pula, walaupun pidanya 
disesuaikan denga peraturan tentang delik gabungan (samenloop) dalam 
Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana.Oleh karena itu perlu 
diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya. 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum 
untuk keduanya, yaitu straf.Istilah hukuman adalah istilah umum untuk 
segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana.Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 
istilah ‘hukuman”, kadang-kadang digunakan untuk pergantian kata “straf”, 
tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Istilah 
“hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat 
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.Istilah tersebut tidak hanya 
sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-
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hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.Oleh karena itu 
pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-
sifatnya yang khas. 
Menurut VanHamel(P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan 
bahwa: 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawaban dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun widaningsih, 
2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau 
cir-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
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 Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudarto (M. Taufik Makaro, 2005: 16), menyebutkan bahwa: 
“Penghukumman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata”. 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (Antonius Sudirman, 2009: 107-112), yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
Menurut teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan 
Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu 
akibat dilakukannya suatu kejahatan.Sebab melakukan 
kejahatan, maka akibatnya harus dihukum.Hukuman itu bersifat 
mutlak bagi yang melakukan kejahatan.Semua perbuatan yang 
berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. 
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b. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat.Tujuan pidana ialah tata terib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dengan kata lain 
pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori 
ini ditujukan untuk masa yang akan datang, yang di mana 
bermaksud untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 
tidak mengulangi kembali tindakan melawan aturan atau hukum, 
dan orang pada umunya tidak melakukan tindak pidana. 
c. Teori gabungan (vereningings-Theorien) 
Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan mendasarkan 
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 
masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar 
penjatuhan pidana, yang dimana teori ini adalah teori kombinasi 
dari teori absoulut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa 
pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga 
psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan 
pendidikan. 
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3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau 
pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam 
beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula 
ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. 
a. Pidana pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam pasal 10 
KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175),  
Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai 
agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan 
perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka 
dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu 
hukuman mati dilaksanakan di muka umum. 
 Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur 
dalam pasal Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan 
di Lingkup Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas 
menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan 
oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. 
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2) Pidana penjara 
Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 10) menyatakan 
bahwa: 
Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, 
yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam 
sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan 
orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 
dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan 
suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 
peraturan tersebut.  
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang 
juga ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan 
publik dan lain-lain.  
3) Pidana kurungan  
Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Menurut Niniek Suparmi (2007: 23), bahwa pidana kurungan 
adalah sebagai berikut: 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana 
sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan 
perampasan kemerdekaan seseorang. 
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4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda oleh hakim pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dapat dipidana. Apabila tidak membayar uang 
denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah 
harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia 
diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) 
sebagai pengganti pidana denda. 
5.Pidana tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan.Pidana tambahan tidak dapat 
berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 
barang-barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, 
artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, 
pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada 
pidana pokok. 
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Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah 
sebagai berikut: 
A) Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tetentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengawas pengampu, atas 
orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 
B) Perampasan barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, 
seperti juga halnya pidana denda.Jenis barang yang 
dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa 
barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatan dan barang yang digunakan 
untuk melakukan kejahatan. 
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Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu: 
Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana 
yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas. 
Ayat (2) yaitu dalam hal pemidanaan karena kejahatan 
yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena 
pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam udang-undang. 
Ayat (3) yaitu perampasan dapat dilakukan terhadap 
orang yang bersalah yang diserahkan kepada 
pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 
telah disita. 
C) Pengumuman  putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHP, yang mengatur bahwa: apabila hakim 
memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan 
kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, maka 
ia harus menetapkan pula bagaiman cara melaksanakan 
perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar 
dari kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku.  
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F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan   
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang 
dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki 
oleh seoarang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup 
dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi 
dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi: 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan 
terdakwa”. 
 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan 
bahwa: 
 
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 
Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni: 
1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa 
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Menurut Lilik Mulyadi (2007: 193-194) yang menyatakanbahwa: 
“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta- 
fakta didalam persidangan.Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”. 
 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) 
naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak 
pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
dan; 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan ini yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus tindak 
pidana melarikan wanita. 
b. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur, 
internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan 
perundang-undangan, koran, majalah dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Sumber penelitian lapangan (Field Research)yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangani kasus ini dan 
masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana 
ini. 
b. Sumber penelitian kepustakaan(Library Research)yaitu 
sumber data yang di peroleh dari hasil penelaahan beberapa 
literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat 
mendukung dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik kepustakaan  
 Teknik kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari 
objek kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa 
buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan 
media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan 
yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Teknik Wawancara 
Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab 
langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak-pihak yang 
terkait, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim menyangkut objek penelitian. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam 
penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif 
kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang 
akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan penelitian 
(skripsi).  
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BAB IV 
                                         URAIAN PEMBAHASAN 
A.  Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Melarikan 
Wanita Dengan Tipu Muslihat (Studi Kasus Putusan Nomor 
151/Pid.B/2015/PN.Mks) 
  1.  Posisi Kasus 
Pada hari selesa tanggal 6 November 2014 bertempat di jl. Gatot 
subroto 2 Kel. Ujung Pandang Baru kec. Tallo Makassar alias Ikki 
(Terdakwa) dengan sengaja melarikan wanita dengan tipu muslihat 
kepada saudari Rahmi (korban) dengan kronologis kejadian sebagai 
berikut: 
Berawal dari hubungan teman terdakwa alias ikki dengan korban 
Rahmi. Pada hari Selasa tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 14.00 
wita korban Rahmi ditelpon oleh terdakwa saudara Ikki kalua terdakwa 
bermaksud ingin bertemu dengan korban dan sekitar pukul 14.30 wita 
korban bertemu dengan terdakwa di ujung Jl. Gatot Subroto 2 Kel. Ujung 
Pandang Baru Kec. Tallo Makassar. Setelah bertemu, terdakwa dengan 
korban sempat mengobrol kemudian si korban diajak keluar dengan 
menggunakan sepeda motor, korban dibawa ke rumah teman terdakwa di 
Jl. Galangan Kapal dan disitu korban sempat disetubuhi sebanyak satu 
kali kemudian korban di bawa ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. 
Pangkep dengan menggunakan pete-pete. Di sana korban sempat 
menginap dan sempat disetubuhi lagi sebanyak tiga kali kemudian 
keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita. Terdakwa membawa korban ke 
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Pelabuhan Bajoe kab. Bone dengan menggunakan mobil angkutan 
panther dan naik kapal Veri menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan 
sempat menginap satu malam. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita, 
Korban sempat kabur dan bertemu dengan saudari Ica dan korban di 
antar ke rumah keluarga saudara Jum. Di perjalanan Korban bertemu 
dengan Terdakwa Ikki kemudian saudari Ica dan korban melapor ke 
Kantor Polisi KPPP pelabuhan Kolaka dan kemudian saudara Reski alias 
Ikki di tangkap oleh polisi. 
   2.    Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam kasus ini ada 
dua dakwaan yg disusun secara alternatif, yaitu: 
a. Dakwaan Pertama 
Bahwa terdakwa Reski alias Ikki pada hari selasa tanggal 6 
november 2014 bertempat di Jl.gatot Subroto 2 kel. Ujung Pandang 
baru kec. Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengannya di diluar perkawinan” dengan cara 
sebagai berikut:  
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa 
menelpon korban Pr. Rahmi dan bermkasud mengajak ketemuan, 
setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu mereka berdua sempat 
mengobrol sejenak di pinggir jalan gatot subroto, tidak lama 
kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di 
jalan Galangan Kapal dengan alasan mengambil sesuatu. Setelah 
sampai di salah satu rumah di jalan Galangan Kapal terdakwa 
kemudian mengajak korban untuk masuk ke ruanagan tamu 
sambil menyuguhkan minuman, beberapa saat kemudian 
terdakwa menarik paksa korban ke salah satu kamar didalam 
rumah tersebut, setelah itu terdakwa melempar tubuh korban ke 
tempat tidur kemudian terdakwa membuka dengan paksa seluruh 
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pakaian milik korban , setelah itu terdakwa membuka seluruh 
pakaiannya dan dalam keadaan tanpa busana terdakwa langsung 
menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam 
lubang kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan 
spermanya di dalam kemaluan korban 
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/18/XI/2014 
yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M. Sp.F yang pada 
kesimpulannya menyatakn telah melakukan pemeriksaan 
terhadap seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan 
berusia dewasa muda, ditemukan tampak luka memar pada paha 
kiri dan kanan, dapat sesuai akibat trauma benda tumpul, 
ditemukan lecet geser pada liang senggama bagian atas dan 
bawah, tampak kemerahan pada serambi kemaluan dan tampak 
selaput darah tidak utuh dapat sesuai akibat trauma benda tumpul 
(dapat sesuai akibat perkosaan) dan pada saat diperiksa korban 
dalam keadaan tidak dalam keadaan hamil. 
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 285 KUHP 
b. Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, pada waktu dan 
tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kessatu diatas, 
“telah membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, 
kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk 
memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam 
maupun diluar perkawinan”,perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut: 
-Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya 
terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak 
ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu, mereka 
berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan Gatot Subroto, 
tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah 
temannya di Jl. Galangan kapal dengan alasan ingin mengambil 
sesuatu barang di rumah temannya. Setelah sampai di salah satu 
rumah di jalan galangan kapal terdakwa kemudian mengajak 
korban untuk masuk ruangan tamu sambil menyuguhkan 
minuman, setelah beberapa saat terdakwa kemabali membawa 
korban ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep 
dengan menggunakan angkutan Kota dan dipangkep terdakwa 
dan korban nginap dirumah salah satu teman terdakwa. 
Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membawa 
korban ke Bajoe Kab. Bone dengan menggunakan angkuatn 
umum dan menumpangi kapal Veri menyebrang menuju Kolaka 
Sulawesi Tenggara dan menginap dirumah teman terdakwa. 
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Keesokan harinya korban melarikan diri dan bertemu saudari Ica 
yang saudari Ica dan korban langsung melaporkan kejadian yang 
korban alami ke pihak kepolisian setempat. 
-Bahwa terdakwa membawa lari wanita tanpa mendapat izin dari 
orang tua atau walinya yaitu Lk. SAMSUDDIN Bin MUJATEBA 
-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP 
   3.  Fakta-fakta Persidangan 
A. Keterangan Saksi-saksi 
a. Saksi NURRAHMI Binti Samsuddin Alias Rahmi, di bawah 
sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
- saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta beresedia memberikan keterangan 
yang sebenar-benarnya 
- saksi mengerti sehingga di hadirkan dipersidangan 
sehubungan tindak pidana perkosaan dan dibawa lari hingga 
ke Kolaka yang korban alami 
- bahwa korban dan terdakwa hanya teman biasa 
- bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui Hp dan 
meminta untuk bertemu sebentar, setelah bertemu terdakwa 
dan saksi mengobrol sebentar lalu terdakwa mengajak 
korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan 
alasan mau ke rumahteman terdakwa, setelah sampai di jl. 
Galangan kapal korban di ajak masuk ke ruangan tamu 
setelah itu terdakwa menarik korban ke kamar dan 
mendorong korban ke atas tempat tidur lalu berusaha 
membuka pakaian korban sampai akhirnya korban dalam 
keadaan tanpa pakaian terdaka mencium dan meraba-raba 
payudara korban. 
- bahwaselanjutnya korban di bawa terdakwa ke bungoro kab. 
Pangkep dengan menggunakan angkot, di pangkep terdakwa 
menyetubuhi korban sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa 
membawa korban ke Kolaka sultra dengan menggunakan 
kapal feri dari Bajoe kab. Bone 
- bahwa terdakwa membawa pergi saksi tanpa seizing orang 
tua saksi 
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- bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita korban 
kabur lalu bertemu Pr. ICA yang mengantarkan korban 
melapor ke polisis setempat 
b. Saksi SAMSUDDINBin MUJATEBA di bawah sumpah di muka 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Saat di lakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan 
yang sebenarnya 
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban 
persetubuhan adalah anak saksi yang bernama RAHMI dan 
yang telah menyetubuhi anak saksi adalah terdakwa RESKI 
Alias IKKI 
- Saksi menceritakan bahwa anak saksi ikut dengan terdakwa 
karena dibujuk rayu oleh terdakwa 
- saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa lari RAHMI 
tanpa seizin saksi sebagai orang tua RAHMI 
- Bahwa saksi bersama keluarga dan anggota polisis 
menjemput korban di kolaka 
c. Saksi NURDIANA, di bawah sumpah di muka persidangan pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Saat di lakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan 
yang sebenarnya 
- Saksi menjelaskan bahwa korban adalah sepupu dari saksi 
- Saksi menjelaskan bahwa korban sempat mengirim sms 
kepada saksi yang isisnya kalua korban dibawa lari terdakwa, 
selanjutnya saksi coba untuk menghubungi Hp korban namun 
Hp korban sudah tidak aktif kemudian saksi bersama suami 
saksi langsung meneju ke tempat kerja yang sekalian tempat 
tinggal korban namun Pr. JUM mengatakan jika korban keluar 
dari siang hari. 
- saksi tidak mengetahu mengapa terdakwa sampai membawa 
korban tanpa seizin orang tua korban. 
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B. Alat Bukti Surat: 
 Hasil Visum Et Repertum no. VER/18/XI/2014/Rumkit 
C. Petunjuk: 
Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan, 
kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik 
antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa teelah terjadi sesuatu tindak pidana 
dan siapa pelakunya. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
persidangan terhadap saksi-saksi yang keterangannya saling 
bersesuaian antara satu sama lain, yang menerangkan bahwa 
pada hari selasa tanggal 04 November 2915, Terdakwa lk. 
MUH. RESKI Alias IKKI telah melakukan Tindak Pidana 
Membawa Lari Wanita tanpa seizing orang tuanya terhadap 
korban Pr. RAHMI. Keterangan saksi-saksi tersebut saling 
bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas 
tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. 
D. Keterangan Terdakwa: 
Terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, di depan persidangan yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut 
- Saat di periksa Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan terdakwa mengerti kalau dirinya 
diperiksa sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana 
Persetubuhan dan membawa lari wanita serta bersedia 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. 
- terdakwa telah mengakui telah membawa lari wanita tanpa 
seizing orang tuanya, namun mengenai persetubuhan di 
galangan kapal terdakwa mengatakan bahwa dia 
melakukannya Karena pada saat itu korban lagi haid, nanti di 
pangkep baru terdakwa setubuhi selanjutnya di Kolaka 
 - Terdakwa selanjutnya membawa korban ke pangkep, 
selanjutnya terdakwa membawa korban ke Kolaka Sultra 
E. Barang Bukti: 
 - NIHIL 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur 
tindak pidan yang didakwakan pada Terdakwa, sebagaimana 
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diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan 
dengan dakwaan sebagai berikut 
 Pasal 285 KUHP; atau 
 Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP 
Adapun Pasal yang terbukti adalah Pasal 332 ayat (1) ke-2 
KUHP: 
1. Barang siapa 
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat 
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya. 
 
   4.    Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan hukum yang diajukan jaksa penutut umum pada putusan 
Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks yang pada pokoknya berpendapat bahwa 
terdakwa Reski alias Ikki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat, sehingga pada akhir 
tuntutan pidannya menuntut Majelis hakim Pengadilan negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “Melarikan wanita dengan tipu muslihat” 
sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP 
b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. RESKI alias IKKI oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi 
selama terdakwa ditahan sementara;  
c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
RP. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
 5.  Analisis penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat 
tanpa seizin orang tuanya sebagaimana di atur dalam Pasal 332 ayat (1) 
ke-2 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus 
terpebuhi seluruhnya. 
52 
Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat 
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya. 
Untuk membuktikannya, penulis akan mengkaji satu persatu unsur-
unsur tersebut: 
a. Barang siapa 
Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan atas keadaan dan 
kemampuan jiwanya (geetelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum 
pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa 
terdakwa Reski Alias Ikki adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan 
kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu 
jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung 
jawab (toerekeningsvatbaar). 
Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dan pengakuan 
terdakwa sendirir, maka sebagai subyek yang dapat mempertanggung 
jawabkan dalam peristiwa ini adalah terdakwa MUH. RESKI Alias Ikki,oleh 
karenya mengenai unsur ke-1 “barang siapa” ini telah terpenuhi 
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b. Melarikan wanita dengan tipu muslihat 
Pada kasus ini yang dimaksud dengan melarikan wanita adalah 
membawa pergi atau menjadikan seorang perempuan dalam 
kekuasaannya. Berdasarakan fakta yang muncul di persidangan dapat 
diketahui bahwa terdakwa Reski alias Ikki betul melarikan wanita dengan 
mengucapkan janji-janji dan bujuk rayu kepada korban Rahmi yang 
merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka 
pencapaian tujuan terdakwa untuk dapat membawa pergi korban. 
Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi 
dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah 
membawa korban ke rumah terdakwa selanjutnya ke bungoro kab. 
Pangkep dan terakhir ke kolaka Utara. 
Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan terdakwa terhadap 
korban dan dilakukan dalam keadaan penuh kesadaran, tidak dalam 
keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras sehingga penulis 
berkesimpulan bahwa terdakwa memenuhi unsur “melarikan wanita 
dengan tipu muslihat” 
c. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya 
Fakta pada persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa awalnya 
terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak 
ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu, mereka berdua 
sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan Gatot Subroto, tidak lama 
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kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di Jl. 
Galangan kapal dengan alasan ingin mengambil sesuatu barang di rumah 
temannya. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan galangan kapal 
terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ruangan tamu sambil 
menyuguhkan minuman, setelah beberapa saat terdakwa kemabali 
membawa korban ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep 
dengan menggunakan angkutan Kota dan dipangkep terdakwa dan 
korban nginap dirumah salah satu teman terdakwa. Keesokan harinya 
sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membawa korban ke Bajoe Kab. Bone 
dengan menggunakan angkutan umum dan menumpangi kapal Veri 
menyebrang menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan menginap dirumah 
teman terdakwa. Selama terdakwa melakukan pelarian terhadap 
korban,tidak ada usaha dari terdakwa untuk memberitahu keberadaan 
korban kepada orang tua atau walinya. Dengan demikian berdasarkan 
fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ketiga tidak dengan 
kemauan orang tuanya atau walinya telah terbukti 
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B.  Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu 
Muslihat (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks) 
 
     1.  Pertimbangan Hukum Hakim 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, 
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di 
dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil 
sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.  
Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri 
hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan 
jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang 
sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun 
praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan 
dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi. 
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Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan teerdakwa, barang bukti, syarat subjrktif dan 
objektif seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim 
menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
1. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, tersebut terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah mealkukan tindak pidana, “melarikan 
wanita dengan tipu muslihat”. 
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 
(enam) tahun; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan; 
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2500,- (dua 
ribu lima ratus); 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah: 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan yang termuat di dalam surat Dakwaan dengan Register 
Perkara No: PDM- 31/Mks/Euh.2/03/2015 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa 
menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon pemeriksaan 
perkaranya dilanjutkan; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar 
keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut 
a. Saksi NURAHMI Binti SAMSUDDIN Alias RAHMI 
b. Saksi SAMSUDDIN Bin MUJATEBA 
c. Saksi NURDIANA 
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Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya 
dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak 
mengajukan barang bukti 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis 
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
-Bahwa benar hari selasa tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 
14.00 wita saksi ditelpon oleh saudara RESKI alias IKKI kalua dia 
bermaksud ingin bertemu dengan saksi dan sekitar pukul 14.30 
wit saksi bertemu dengan saudara RESKI alias IKKI di ujung Gato 
Subroto 2 kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar; 
-Bahwa benar saksi korban bertemu sempat mengobrol kemudian 
saksi korban diajak keluar dengan menggunakan sepeda motor, 
saksi korban di bawa ke rumah temannya di jl. Galangan kapal 
dan distu saksi korban sempat disetubuhi sebanyak satu kali; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut 
Umum kepada terdakwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya 
tersebut; 
Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang 
didakwakan jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Alternatif Pasal 
285 KUHP atau kedua Pasal 332 ayat(1) ke-2 KUHP 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan 
dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa 
Penuntut Umum dengan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat 
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya; 
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Ad. 1. Barangsiapa;   
Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah ditujukan 
kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum 
telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan majelis hakim 
dipersidangan menerangkan identitas dirinya dan ternyata adalah sama 
dengan orang yang dimaksud dalam surat dkwaan jaksa penuntut umum 
yaitu terdakwa Reski Alias Ikki 
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan 
dakwaan dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang 
diajukan kepadanya serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian terdakwa adalah orang 
yangsehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap 
cakap atau mampu bertanggung jawab  
Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini tidak 
terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan 
sebagai terdakwa sehingga unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi 
Ad.2 Melarikan Wanita dengan tipu Muslihat 
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa 
menelpon korban Pr. Rahmi dan bermkasud mengajak ketemuan, setelah 
terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu mereka berdua sempat mengobrol 
sejenak di pinggir jalan gatot subroto, tidak lama kemudian terdakwa 
mengajak korban untuk kerumah temannya di jalan Galangan Kapal 
dengan alasan mengambil sesuatu. Setelah sampai di salah satu rumah di 
jalan Galangan Kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk 
ke ruanagan tamu sambil menyuguhkan minuman, beberapa saat 
kemudian terdakwa menarik paksa korban ke salah satu kamar didalam 
rumah tersebut, setelah itu terdakwa melempar tubuh korban ke tempat 
tidur kemudian terdakwa membuka dengan paksa seluruh pakaian milik 
Menimbang, bahwa setelah terdakwa merayu korban dengan 
mengumbar janji-janji dan bujuk rayu serta ancaman dari terdakwa serta 
korban tidak mengetahui jalan pulang dan handphone korban di jual untuk 
melakukan pelarian, korban akhirnya terpedaya. 
Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi 
dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah 
membawa korban ke rumah terdakwa selanjutnya ke bungoro kab. 
Pangkep dan terakhir ke kolaka Utara 
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang 
dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, ternyataperbuatan terdakwa 
dilakukan dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mabuk atau 
pengaruh minuman keras, dengan demikian unsur kesengajaan dalam 
melakukan perbuatannya telah terbukti  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “melarikan wanita dengan 
tipu muslihat” telah terpenuhi.  
Ad. 3 Tidak dengan Kemauan Orang tuanya atau Walinya 
Menimbang bahwa selama korban tinggal bersama terdakwa tidak 
ada usaha untuk memberitahu keberadaan korban kepada orang tua 
korban 
Menimbang bahwa perbuatan tersebut ternyata dilakukan terdakwa 
dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh 
obat atau minuman keras dan terdakwa mengetahui apa yang dia lakukan 
terhadap korban dan mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya 
terhadap korban.  
Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi yang mana 
terdakwa mengakui jika di membawa korban tanpa seizing orang tua aau 
walinya, hal tersebut sesuai dengan pengakuan orang tua korban. 
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim 
berpendapat bahwa unsur ketiga tidak dengan sepengetahuan orang 
tuanya telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti 
menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, 
Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat 
tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya 
mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan terdakwa berada 
dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya 
masih melebihi masa penahanan yang selama ini dijalani oleh terdakwa, 
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maka cukup alasan bagi Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk 
tetap dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang tua korban merasa 
malu dan cemas 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan dalam persidangan 
2.  Amar Putusan 
Mengadili 
a. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, tersebut terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah mealkukan tindak pidana, 
“melarikan wanita dengan tipu muslihat”. 
b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun; 
c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan; 
e. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
2500,- (dua ribu lima ratus); 
 
 
 
 
 
 
 
61 
3.  Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di 
dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik 
Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis 
hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas 
maksimun ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal 
dalam undang-undang tersebut. 
Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan melakukan “tindak pidana melarikan wanita dengan tipu 
muslihat”. Mengenai pertimbangan hukum hakim Penulis akan 
menguraikan analisis yaitu: 
Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus berdasarkan 
pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian 
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keterangan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana 
yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP. Selain 
dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim 
untuk dapat memidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana 
yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang. 
Dalam putusan nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut penulis 
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan 
oleh Penulis sebelumnya yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan 
saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa betul-betul melakukan 
tindak pidana yang ditujukan kepadanya. 
 Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang 
sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka 
Penulis berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor 
151/Pid.B/2015/PN.Mks adalah tepat. Jaksa penuntut umum 
menggunakan 2(dua) dakwaan yang disususn secara alternatif, 
yaitu dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP dan dakwaan kedua 
Pasal 332 Ayat (10 ke-2 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal 
yang di dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan 
mempertimbangakan dakwaan kedua yang terbukti secara sah 
dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. 
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 
151/Pid.B/2015/PN.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh 
penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa 
yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis 
Hakim berdasarkan fakta di persidangan meniali bahwa 
terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 
dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan 
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perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan berkelakuan 
baik selama persidangan. 
B. Saran 
Adapun saran pada peneletian ini adalah: 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, demikian pula hakim diharapkan lebih cermat 
dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam 
proses peradilan 
2. Untuk masyarakat pada umumnya dan terutama pada orang tau    
agar memperhatikan pergaulan anaknya dan memberitahukan 
pengetahuan sedikit banyaknya tentang bahaya pergaulan dan 
dampak yang ditimbulkan. 
 
 
 
 
 
 
 
65 
DAFTAR PUSTAKA 
BUKU-BUKU 
Ali, Achmad. 2008, Menguak Tabir HukumEdisi Kedua, Ghalia 
Indonesia, Bogor 
Chazawi,Adami. 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta 
Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar: LEPPEN-
UMI. 
Effendi, Erdianto. 2011. Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar. 
Refika Aditama,Jakarta: 
Hamzah, Andi. 2009. Delik-delik tertentu (special delict) dalam KUHP. 
Sinar Grafika,Jakarta 
Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju 
Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa 
Kesalahan. Kencana Prenada Media Grup,Jakarta. 
Ilyas,Amir.Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, 
Rangkang Education, Yogyakarta 
_________.2012. Asas-asas hukum pidana. Rangkang 
Education,Yogyakarta 
Lamintang, PAF. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung 
Makaro,Taufik, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 
Jakarta 
Marlang, A., dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia.AS Center, 
Bandung. 
Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktik, Sinar Grafika,Jakarta 
Prodjodikoro,Wirjono. 2009, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 
Rafika Aditama, Bandung 
RM, Suharto. 2002, Hukum Pidana Materiil.Sinar Grafika Offset,Jakarta. 
Sofyan,Andi. 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengatar, Rankang 
Education bersama Republik Institute, Yogyakarta. 
66 
Sudirman,Antonius. 2009,Ekosistem Hukum dan Hukum Pidana Dalam 
Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di 
Indonesia, BP Undip, Semarang 
Suparmi,Niniek. 2007, Asas-Asas Hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta 
 
PERUNDANG-UNDANGAN 
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
 
LAINNYA 
Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks 
  
67 
  
68 
 
